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ABSTRACT 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah dan penyaluran 

kredit UMKM terhadap penurunan tingkat kemiskinan menggunakan tingkat pengangguran 

sebagai moderating variable. Mengoperasionalkan data panel dua wilayah administratif 

(kabupaten dan kota) di Sumatera Utara selama periode 2010-2020, model analisis yang 

digunakan adalah multiple regression dan moderated regression analysis. Penelitian 

menemukan bahwa belanja modal pemerintah kota secara signifikan dapat menurunkan 

tingkat kemiskinan, tetapi belanja modal pemerintah kabupaten tidak. Belanja hibah dan 

bantuan sosial secara signifikan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di kedua wilayah 

administratif. Penyaluran kredit UMKM secara signifikan dapat menurunkan tingkat 

kemiskinan di wilayah administratif kabupaten, tetapi sebaliknya untuk wilayah 

administratif kota. Selanjutnya, tingkat pengangguran mendorong peningkatan kemiskinan 

baik di wilayah administratif kabupaten maupun kota. Variabel makro ekonomi ini juga 

memoderasi pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemiskinan di wilayah administratif 

kota, tetapi tidak untuk daerah administratif kabupaten. 

 

Keywords:  Tingkat Kemiskinan; Belanja Pemerintah; Kredit UMKM; Pengangguran; 

Multiple Regression; Moderated Regression Analysis.  
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I. PENDAHULUAN 

Kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang secara substansial telah menjadi 

tantangan bagi pembangunan berkelanjutan (Garcia et al., 2019; Wang et al., 2021). Tingkat 

kemiskinan yang tinggi mencerminkan kesejahteraan yang rendah dan berpotensi menimbulkan 

masalah sosial dan ekonomi di masyarakat (Tian et al., 2018; Li et al., 2020). Kondisi sosial 

ekonomi yang tidak menguntungkan, seperti tingkat kejahatan yang tinggi, pendidikan yang 

rendah, dan kualitas kesehatan yang buruk dapat terjadi akibat kemiskinan. Secara empiris, 

fakta mencerminkan bahwa kemiskinan merugikan kehidupan sosial (Mood & Jonsson, 2016). 

Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka 

kemiskinan menjadi indikator keberhasilan program pembangunan ekonomi (Ikhsan & Amri, 

2022; Mansi et al., 2020).  

Kemiskinan menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi daerah di Indonesia 

termasuk di provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana halnya provinsi lainnya, tingkat kemiskinan 

masing-masing kabupaten kota di Sumatera Utara relatif berbeda antara daerah yang satu 

dengan daerah lainnya. Pada tahun 2018 daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah 

kabupaten Nias Barat dan Nias Utara masing-masing sebesar 26,72 persen dan 26,56 persen. 

Sebaliknya daerah dengan kemiskinan terendah adalah Deli Serdang (4,13 persen) dan Binjai 

(5,88 persen). Seiring dengan pembangunan ekonomi daerah, tingkat kemiskinan masing-

masing kabupaten kota di Sumatera Utara mengalami perubahan. Namun, hingga tahun 2020, 

daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi tetap Nias Barat (25,69 persen) dan Nias Utara 

(25,07 persen). Selanjutnya Deli Serdang (3,88 persen) dan Binjai (5,71 persen) tetap pada 

posisi sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di antara kabupaten kota lainnya. 

Seiring dengan perbedaan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran masing-masing daerah di 

Sumatera Utara juga relatif berbeda. Perbedaan tingkat pengangguran tidak hanya terjadi antar 

daerah tetapi juga pada daerah yang sama pada periode tahun berbeda. Gambaran mengenai 

tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran masing-masing daerah kabupaten kota di 

Sumatera Utara selama periode tahun 2018-2020 seperti dalam Gambar 1.  
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Gambar 1.  Perkembangan tingkat kemiskinan dan pengangguran berdasarkan kabupaten kota di 

Sumatera Utara selama periode 2018-2020. 

Sumber: Kompilasi penulis (berdasarkan data BPS Sumatera Utara), 2023. 

Seperti dalam Gambar 1 di atas, pada tahun 2018 daerah dengan tingkat pengangguran 

tertinggi adalah kota Pematangsiantar (12,14 persen), kemudian meyusul Sibolga (8,61 persen), 

dan kota Medan (8,25 persen). Dalam tahun yang sama, daerah dengan pengangguran tendah 

adalah kabupaten Humbang Hasundutan (0,34 persen), dan Pakpak Bharat (0,43 persen). 

Hingga periode 2020, daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi masih kota Pematang 

Siantar (11,5 persen), kemudian menyusul Medan (10,74 persen) dan Tebing tinggi (9,98 

persen). Pada tahun yang sama daerah dengan pengangguran terendah adalah kabupatan 

Humbang Hasundutan (0,84 persen), dan kemudian Samosir (1,2 persen). Selanjutnya 

kabupaten Nias barat berada pada urutan ketiga dengan kemiskinan paling rendah sebesar 1,71 

persen. 

Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi pada sejumlah daerah kabupaten 

kota di Sumatera Utara mengindikasikan adanya tantangan besar yang dihadapi pemerintah 

daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu kebijakan yang 

berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan sangat dibutuhkan. 

Selama ini, upaya pemerintah daerah yang berkaitan dengan penurunan kemiskinan dilakukan 

melalui kebijakan fiskal daerah yang salah satu instrumennya adalah belanja daerah. 

Pemerintah daerah tidak hanya mengalokasikan anggaran daerah dalam bentuk belanja modal 

untuk membangun infrastruktur guna meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah, tetapi juga 

belanja hibah dan bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah, realisasi kedua jenis belanja ini di masing-masing kabupaten kota juga berbeda. Pada 
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tahun 2018, daerah dengan belanja modal paling besar adalah Nias Barat (Rp3.035,60 ribu per 

kapita). Kemudian menyusul kabupaten Pakpak Bharat (Rp2.459,25 ribu per kapita). 

Sebaliknya, pada tahun yang sama daerah dengan belanja modal paling rendah adalah 

kabupaten Labuhan Batu, Asahan dan Kabupaten Simalungun. Pada tahun tahun berikutnya 

alokasi belanja modal di masing-masing kabupaten kota terus mengalami perubahan, namun 

secara rata-rata cenderung menurun. Hingga tahun 2020 kabupaten Nias Barat dan Papak 

Bharat tetap sebagai daerah dengan belanja modal terbesar, masing-masing sebesar Rp1.493,40 

ribu, dan Rp1.282,05 ribu per kapita. Gambar 2 memperlihatkan perkembangan belanja modal 

per kapita menurut kabupaten kota di Sumatera Utara selama periode 2018-2020. 

 

 
Gambar 2.  Perkembangan belanja modal pemerintah daerah berdasarkan kabupaten kota di Sumatera 

Utara selama periode 2018-2020. 

Sumber: Kompilasi penulis (berdasarkan data BPS Sumatera Utara), 2023. 

 

Belanja hibah dan bantuan sosial yang dialokasikan pemerintah daerah juga bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah. 

Realisasi anggaran publik pada dua jenis belanja ini berbeda antara daerah yang satu dengan 

daerah yang lain. Pada periode 2018, daerah dengan belanja hibah paling besar adalah 

kabupaten Pakpak Barat sebesar Rp180,28 ribu per kapita. Angka ini kemudian meningkat 

menjadi sebesar Rp503,63 ribu per kapita pada tahun 2020. Sebaliknya, daerah dengan belanja 

hibah paling relatif kecil diantaranya kabupaten Deli Serdang, Karo dan kabupaten Langkat 

yang pada tahun 2020 masing-masing sebesar Rp13,12 ribu, Rp15,88 ribu dan Rp17,90 ribu 

per kapita. Berkaitan dengan belanja sosial, pada tahun 2018 daerah dengan belanja sosial 

paling besar adalah kota Sibolga sebesar Rp122,12 ribu per kapita. Kemudian diikuti oleh 
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kabupaten Pakpak Bharat di urutan kedua sebesar Rp120,94 ribu per kapita. Hingga tahun 2020, 

daerah dengan belanja terbesar tetap kota Sibolga sebesar Rp202,20 ribu per kapita, kemudian 

kota Tanjung Balai sebesar Rp84,35 ribu per kapita. 

Selain menggunakan instrumen kebijakan fiskal daerah seperti halnya belanja modal 

dan belanja hibah & bantuan sosial, upaya penurunan tingkat kemiskinan di daerah juga dapat 

dilakukan melalui kebijakan di sektor keuangan, seperti penyaluran kredit usaha mikro kecil 

dan menengah (UMKM). Hal ini sangat beralasan, karena sebagian besar masyarakat miskin 

bekerja di sektor ini. Penyaluran kredit tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan 

produktivitas usaha mereka, tetapi juga berdampak pada perbaikan tingkat kesejahteraan 

mereka (Manzoor et al., 2021), yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dalam 

jangka panjang (Chikwira et al., 2022). 

Peran lembaga keuangan bank dalam mendorong perkembangan UMKM di Sumatera 

Utara juga diwujudkan dalam bentuk penyaluran kredit ke sektor usaha tersebut. Penyaluran 

kredit tidak hanya dilakukan oleh bank umum, tetapi juga oleh bank perkreditan rakyat (BPR). 

Meskipun penyaluran kredit ke sektor usaha tersebut terdapat diseluruh daerah, namun dari 32 

kabupaten kota di Sumatera Utara, terdapat 12 kabupaten kota yang tidak memiliki data 

penyaluran kredit oleh bank umum dan BPR UMKM. Artinya data ini hanya tersedia untuk 20 

kabupaten kota. Perkembangan penyaluran kredit UMKM di masing-masing kabupaten kota 

seperti dalam Gambar 3. 

 

 
Gambar 3.  Perkembangan realisasi kredit UMKM berdasarkan kabupaten kota di Sumatera Utara 

selama periode 2018-2020. 

Sumber: Kompilasi penulis (berdasarkan data BPS Sumatera Utara), 2023. 
 

Pada tahun 2018, daerah dengan realisasi penyaluran kredit paling besar adalah kota 
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Medan sebesar Rp10.016 ribu per kapita, kemudian menyusul Sibolga di urutan kedua sebesar 

Rp 6.900 ribu per kapita. Sebaliknya, daerah dengan penyaluran kredit paling kecil adalah 

Padang Sidempuan sebesar Rp0.420 ribu per kapita. Hingga tahun 2020, kota Medan dan 

Sibolga tetap sebagai daerah dengan realisasi penyaluran kredit paling tinggi dibanding daerah 

lainnya. Sebaliknya, pada tahun yang sama daerah dengan realisasi penyaluran kredit paling 

rendah adalah kabupaten Langkat sebesar Rp2.363 ribu per kapita, kemudian menyusul 

Tapanuli Tengah sebesar Rp2.392 ribu per kapita. 

Selama ini, kajian mengenai pengaruh belanja pemerintah dan kredit UMKM terhadap 

tingkat kemiskinan telah dilakukan sejumlah peneliti. Namun, temuan yang mereka ungkapkan 

mengenai arah dan signifikansi pengaruh kedua variabel tersebut belum memberikan 

kesimpulan yang sama. Pengaruh belanja modal misalnya, Sasmal & Sasmal (2016) 

membuktikan bahwa belanja modal secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan. Agak 

berbeda dengan Sasmal & Sasmal, penelitian yang dilakukan Ruch & Geyer (2017) 

menyimpulkan bahwa belanja modal tidak secara signifikan berdampak pada penurunan 

kemiskinan. Kenaikan belanja modal relatif besar tidak secara nyata berdampak pada 

pengurangan kemiskinan. Bertolak belakang dengan kedua peneliti tersebut, hasil kajian 

empiris yang dilakukan Adegboyo (2020) mengungkapkan adanya hubungan searah antara 

belanja modal dan kemiskinan. Kemiskinan meningkat seiring dengan meningkatnya belanja 

modal. 

Hasil kajian empiris mengenai pengaruh belanja sosial terhadap kemiskinan juga menyajikan 

hasil yang kontroversial (Abell & Abell, 2004; Satumba et al., 2017). Penelitian Caminada & 

Goudswaard (2010) membuktikan bahwa belanja sosial berdampak pada penurunan 

kemiskinan, dimana kenaikan belanja sosial sebesar 1 persen dapat menurunkan kemiskinan 

sebesar 0,7 persen. Adanya pengaruh negatif belanja sosial terhadap kemiskinan juga diperkuat 

oleh hasil kajian Miežienė & Krutulienė (2019) menggunakan data dari negara-negara UE, yang 

juga memberikan bukti yang sama, yakni alokasi belanja publik dalam bentuk hibah dan 

bantuan sosial dapat mengurangi risiko kemiskinan. Berbeda dengan para peneliti ini, sejumlah 

peneliti menemukan hasil sebaliknya. Kajian yang dilakukan Zaman & Khilji (2013) dalam 

kasus Pakistan misalnya, mengungkapkan bahwa alokasi belanja sosial di negara tersebut tidak 

mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Sebelumnya, Van der Berg & Moses (2012) di Afrika 

Selatan juga membuktikan bahwa belanja sosial tidak efisien dalam mengurangi kemiskinan. 

Berkaitan dengan pengaruh kredit UMKM terhadap kemiskinan, hasil kajian empiris 

yang diungkapkan para peneliti juga memberikan kesimpulan beragam. Penyaluran kredit ke 
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sektor UMKM secara signifikan berdampak pada penurunan kemiskinan (Luan & Bauer 2016; 

Maksimov et al., 2017). Kredit perbankan mendorong perkembangan UMKM yang kemudian 

tidak hanya menciptakan kesempatan kerja, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Peneliti lain memberikan bukti sebaliknya. Kandie & 

Islam (2022) misalnya, tidak menemukan adanya dampak signifikan penyaluran kredit pada 

sektor UMKM terhadap penurunan tingkat kemiskinan. 

Temuan kontroversial terkait arah dan signifikansi hubungan antara kemiskinan dengan 

belanja pemerintah dan penyaluran kredit perbankan memberikan argumen yang kuat bahwa 

hubungan antara variabel ini penting untuk diteliti lebih lanjut. Apalagi dalam kontek 

perekonomian daerah di Sumatera Utara, tingkat kemiskinan masing-masing kabupaten kota di 

provinsi ini relatif berbeda satu sama lain. Di satu sisi terdapat daerah dengan tingkat 

kemiskinan yang tinggi, dan disisi lain dengan tingkat kemiskinan relatif rendah. Oleh karena 

itu, kajian ini menyoroti kembali pengaruh belanja pemerintah dan kredit UMKM terhadap 

penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara. Berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, penelitian ini menempatkan tingkat pengangguran sebagai moderating variable. 

Penempatan variabel makro ini sebagai moderatig variabel didasari pada dugaan bahwa 

efektivitas belanja pemerintah dan penyaluran kredit UMKM dalam mengurangi kemiskinan 

terkait dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kesempatan kerja sangat penting untuk 

pertumbuhan ekonomi karena tanpa pekerjaan berarti pendapatan berkurang (Popirlan et al., 

2021). Konsekuensi negatif dari pengangguran tidak hanya kesejahteraan individu tetapi juga 

dampak buruk bagi masyarakat, seperti kemiskinan dalam masyarakat (Amri, 2018; Ruesga-

Benito et al., 2018; Bejaković & Mrnjavac, 2018). Guna mendapatkan hasil yang lebih detail, 

kajian ini mengelompokkan daerah berdasarkan wilayah administratif kota dan kabupaten. 

Sehingga pengaruh belanja pemerintah dan kredit UMKM terhadap kemiskinan dapat dianalisis 

berdasarkan masing-masing kelompok wilayah (panel kota dan panel kabupaten). Pada 

akhirnya temuan yang diungkapkan dalam kajian ini tidak hanya bermanfaat sebagai referensi 

empiris bagi pengambil kebijakan yang berkaitan dengan upaya penurunan tingkat kemiskinan 

di Sumatera Utara, tetapi juga dapat dijadikan pertimbangan dalam perencanaan alokasi 

anggaran daerah -terutama yang berkaitan dengan belanja modal dan belanja hibah & bantuan 

sosial. Selanjutnya, bagi lembaga keuangan bank terutama bank umum dan BPR di Sumatera 

Utara, temuan penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber informasi empiris mengenai 

efektivitas penyaluran kredit ke sektor UMKM dalam membantu program pemerintah 

menurunkan tingkat kemiskinan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Keterkaitan antara belanja pemerintah dan kemiskinan 

Dampak belanja pemerintah terhadap penurunan tingkat kemiskinan telah menjadi tema 

umum dalam diskusi akademik (Sennoga & Matovu, 2012). Namun, bukti empiris mengenai 

hubungan antara kedua variabel tersebut masih memberikan hasil yang beragam. Pengeluaran 

publik berupa belanja modal seperti pembangunan infrastruktur jalan misalnya, berdampak 

pada peningkatan mobilitas barang dan jasa serta kegiatan ekonomi masyarakat, yang kemudian 

dapat mengurangi kemiskinan (Ramessur et al., 2010). Studi penelitian Charlery et al. (2015) 

di Nepal menunjukkan bukti empiris bahwa alokasi belanja publik untuk infrastruktur jalan 

secara signifikan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Sebelumnya, penelitian empiris 

yang dilakukan oleh Dahmardeh & Tabar (2013) pada kasus pengeluaran publik Iran 

menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pengurangan 

kemiskinan. Konsisten dengan para peneliti yang disebutkan di atas, hasil kajian Kazungu & 

Cheyo (2014) dalam kasus ekonomi Tanzania juga membuktikan bahwa pengeluaran publik 

untuk infrastruktur jalan, listrik, transportasi, dan komunikasi secara signifikan meningkatkan 

pendapatan per kapita dan menurunkan kemiskinan. Peneliti lain seperti Sasmal & Sasmal 

(2016), dalam studinya menggunakan data ekonomi India, juga mengungkapkan bahwa 

peningkatan belanja modal untuk membiayai infrastruktur jalan, irigasi, listrik, dan transportasi 

dapat mengurangi angka kemiskinan.  

Berbeda dengan beberapa peneliti di atas, temuan penelitian Adelowokan & Osoba 

(2015) pada kasus perekonomian Nigeria memberikan bukti empiris bahwa alokasi anggaran 

publik untuk belanja modal tidak mampu menurunkan angka kemiskinan. Temuan serupa juga 

dibuktikan oleh Anderson et al. (2018) dalam penelitian mereka menggunakan data dari negara 

berpenghasilan rendah dan menengah. Hasil kajian mereka mengungkapkan tidak terdapat 

bukti yang jelas bahwa peningkatan belanja modal dapat mengentaskan kemiskinan.  

Berkaitan dengan belanja sosial, temuan penelitian sebelumnya tentang dampak belanja 

ini terhadap kemiskinan juga masih menunjukkan hasil yang beragam (Ellis., 2012; Lustig et 

al., 2013; Zwiers & Koster., 2014). Haile & Niño-Zarazúa (2017) mengkaji dampak 

pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan di negara berpenghasilan rendah dan 

menengah. Kajian mereka memberikan bukti kuat bahwa belanja sosial memainkan peran 

penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil serupa juga dibuktikan oleh D'Agostino 

et al. (2019) dalam studi mereka menggunakan data panel negara OECD, dan menyimpulkan 

bahwa belanja sosial mengurangi kemiskinan. Peningkatan belanja sosial sebesar 1% 
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mengurangi kemiskinan sebesar 0,5%. Dampak negatif belanja sosial terhadap tingkat 

kemiskinan konsisten dengan temuan penelitian Yu & Li (2021) tentang kemiskinan pedesaan 

di Tiongkok. Mereka menyimpulkan bahwa belanja sosial dapat mengurangi kemiskinan 

pedesaan. Sebelumnya, studi penelitian Cammeraat (2020) juga membuktikan argumen empiris 

bahwa pengeluaran sosial publik berhubungan negatif dengan kemiskinan.  

Berbeda dengan sejumlah kajian di atas, penelitian yang Higgins & Pereira (2013) 

dalam kasus perekonomian Brazil menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran publik untuk 

belanja sosial tidak secara signifikan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan 

oleh besarnya porsi belanja sosial dalam bentuk bantuan tunai yang diterima oleh kelompok 

tidak miskin, sehingga dampak belanja ini terhadap pengentasan kemiskinan tidak terlihat 

secara jelas. Peneliti lain seperti Jouini et al. (2018) dalam kasus Tunisia mengungkapkan 

bahwa meskipun pengeluaran sosial, seperti bantuan tunai, misalnya, dapat mengurangi 

kemiskinan ekstrem, jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan justru meningkat. 

Hal ini disebabkan karena orang miskin membayar pajak dengan nilai nominal relatif lebih 

besar dibandingkan transfer tunai dan subsidi yang mereka terima.  

Temuan empiris lainnya mengenai pengaruh belanja sosial terhadap kemiskinan 

memberikan hasil yang ambigu. Kajian Celikay & Gumus (2017) misalnya, menyimpulkan 

bahwa dalam jangka pendek terdapat hubungan negatif antara pengeluaran sosial dan 

kemiskinan. Namun dalam jangka panjang, hubungan antara kedua variabel tersebut adalah 

positif. Temuan ambigu lainnya tentang hubungan antara pengeluaran sosial dan kemiskinan 

didukung oleh penelitian Sawulski & Kutwa (2022) menggunakan data panel negara-negara 

Uni Eropa. Mereka menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kebijakan kesejahteraan 

sosial menciptakan dorongan yang cukup untuk mengurangi kemiskinan di kalangan lansia dan 

orang sehat, keluarga, dan anak-anak. Di sisi lain bagaimanapun, pengeluaran sosial tidak 

cukup bermanfaat bagi orang-orang dengan masalah kebutuhan perumahan, sakit, dan 

kelompok cacat. 

 

2.2 Keterkaitan antara kredit UMKM dan kemiskinan  

 

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam 

pembangunan ekonomi setiap negara, seperti menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan 

angka kemiskinan (Islam et al., 2020). Bahkan UMKM telah menjadi entitas ekonomi pilihan 

dalam upaya menurunkan kemiskinan dikarenakan usaha ini dapat beradaptasi secara mudah 

dan cepat dalam berbagai kondisi perekonomian (Bauchet & Morduch, 2013; Savlovschi & 
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Robu, 2011). Dalam kontek Indonesia, pengembangan UMKM diharapkan mampu 

menurunkan tingkat tingkat kemiskinan. Peningkatan sektor usaha ini diyakini tidak hanya 

membuka kesempatan kerja tetapi juga berkontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat 

(Nursini, 2020). Namun, salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah 

keterbatasan modal. Karena itu, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan akses pelaku 

UMKM dalam memanfaatkan kredit perbankan. Akses terhadap lembaga keuangan tidak hanya 

bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan produksi UMKM, tetapi juga berkontribusi pada 

peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dan kemudian berkontribusi pada penurunan tingkat 

kemiskinan secara aggregate (Omar & Inaba, 2020; Tran et al., 2022). 

Selama ini, kajian megenai dampak kredit UMKM terhadap penurunan tingkat 

kemiskinan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti (Weiss & Montgomery, 2005; Javid & 

Abrar). Kajian Deng et al. (2022) dalam kasus kemiskinan pedesaan di Cina mengungkapkan 

bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara penyaluran kredit dengan tingkat 

kemiskinan pedesaan. Peningkatan realisasi kredit berdampak pada jumlah penduduk miskin. 

Sebelumnya, kajian Omar & Inaba (2020) juga menyimpulkan adanya peran penting kredit 

perbankan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Sejalan dengan kedua peneliti tersebut, Tran 

et al. (2022) merekomendasikan pentingnya layanan dan produk pinjaman/kredit perbankan 

dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Penyaluran kredit oleh perbankan ke sektor-sektor 

usaha kecil dapat meningkatkan perkembangan usaha tersebut yang pada gilirannya tidak hanya 

memperluas kesempatan kerja, tetapi juga mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Adanya 

pengaruh positif kredit perbankan terhadap penurunan tingkat kemiskinan juga diperkuat oleh 

hasil kajian Obadire (2022) yang mengungkapkan bahwa kredit mikro yang disalurkan oleh 

lembaga keuangan bank secara drastis menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, bertolak 

belakang dengan sejumlah peneliti di atas, hasil penelitian Ighoroje & Akpokerere (2022) 

mengenai penurunan kemiskinan di Nigeria menyimpulkan bahwa penyaluran kredit pada 

sektor UMKM tidak secara signifikan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. 

 

2.3 Keterkaitan antara pengangguran dan kemiskinan 

Sejumlah hasil kajian empiris membuktikan bahwa pengangguran merupakan salah satu 

faktor penyebab kemiskinan (Xue & Zhong, 2003; Graham, 2020; Papadakis et al., 2020). 

Dalam kajian ini, kami menduga bahwa bahwa efektivitas pengeluaran pemerintah dalam 

mengurangi kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pengangguran. Anderson et al. 

(2018) dalam kajian mereka mengungkapkan bahwa dampak pengeluaran publik terhadap 

kemiskinan terkait dengan berbagai faktor, baik ekonomi maupun non ekonomi termasuk 
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ketersediaan lapangan kerja. Kesempatan kerja sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi 

karena tanpa pekerjaan berarti pendapatan berkurang (Popirlan et al., 2021). Konsekuensi 

negatif dari pengangguran tidak hanya kesejahteraan individu tetapi juga dampak buruk bagi 

masyarakat, seperti kemiskinan dalam masyarakat (Amri, 2018; Ruesga-Benito et al., 2018; 

Bejaković & Mrnjavac, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran merupakan salah 

satu kendala bagi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Kajian kami menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik 

Sumatera Utara. Data tersebut berupa data panel, merupakan gabungan time series selama 

periode 2010-2020, dan data cross-section daerah kabupaten kota di Sumatera Utara. Untuk 

mendapatkan hasil yang lebih detail, peneliti membagi data panel dalam dua kelompok 

berdasarkan wilayah, yakni wilayah administratif kota (panel kota), dan wilayah administratif 

kabupaten (panel kabupaten). Data panel kota terdiri dari tujuh kota meliputi Sibolga, 

Tanjungbalai, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai dan Padang Sidempuan. 

Sedangkan data panel kabupaten meliputi 11 kabupaten terdiri dari Nias, Tapanuli Selatan, 

Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, Asahan, Simalungun, Dairi, 

Deli Serdang dan Langkat. 

Variabel yang dioperasionalkan dalam penelitian ini terdiri dari tingkat kemiskinan 

(sebagai variabel dependen) dengan belanja pemerintah dan kredit UMKM (sebagai variabel 

independen). Tingkat kemiskinan dihitung dari rasio penduduk miskin terhadap total populasi 

(sebagai persentase dari populasi). Belanja pemerintah dibatasi hanya pada belanja modal dan 

belanja barang dan jasa. Kedua komponen belanja ini diukur dalam Rp000 per kapita. 

Selanjutnya, kredit perbankan yang dimaksudkan adalah realisasi penyaluran kredit oleh bank 

umum ke sektor UMKM (dihitung dengan rupiah per kapita).  

Penelitian ini juga menggunakan tingkat pengangguran sebagai variabel kontrol. 

Variabel makroekonomi ini diproksikan dari persentase pengangguran terhadap total angkatan 

kerja (Mansi et al., 2020). Alasan konseptual di balik tingkat pengangguran sebagai variabel 

kontrol mengacu pada landasan teoretis dan empiris. Tidak bekerja menyebabkan orang yang 

menganggur kehilangan pendapatan dan sumber penghidupan, yang pada gilirannya 

menyebabkan individu memiliki risiko kemiskinan yang tinggi (Meidani & Zabihi, 2011; 

Bruckmeier & Rhein, 2018). Secara ringkas definisi dan pengukuran variabel penelitian seperti 

pada Tabel 1. 
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TABEL 1. DESKRIPSI DAN UKURAN VARIABEL 

Kelompok 

variabel 
Variabel Deskripsi Ukuran 

Dependent 

variable 

Tingkat 

Kemiskinan 

(MSK) 

Rasio jumlah penduduk miskin terhadap total 

penduduk 

Persen 

Independent 

variables 

Belanja Modal 

(BM) 

Realisasi belanja pemerintah daerah dalam 

bentuk belanja modal 

Rp000 per 

kapita 

Belanja Hibah dan 

Bantuan Sosial 

(BHBS) 

Realisasi belanja pemerintah daerah dalam 

bentuk hibah dan bantuan sosial.  

Rp000 per 

kapita 

Kredit UMKM 

(KUMKM) 

Realisasi penyaluran kredit oleh bank umum ke 

sektor UMKM 

Rp000 per 

kapita 

Variabel 

kontrol 

Tingkat 

Pengangguran 

Angkatan kerja yang tidak memperoleh 

pekerjaan atau menganggur, dicari dengan rasio 

angkatan kerja menganggur terhadap total 

angkatan kerja 

Persen 

Sumber: Kerangka Pemikiran Penulis 

 

Mengingat studi penelitian mengoperasionalkan data panel, maka model analisis yang 

digunakan untuk menganalisis hubungan fungsional antar variabel adalah regresi panel. Agar 

koefisien estimasi variabel independen terhadap tingkat kemiskinan dapat diinterpretasikan 

sebagai elastisitas variabel independen tersebut, perlu dilakukan transformasi data dalam 

bentuk logaritma (Chen et al., 2019). Penerapan regresi panel sebagai model analisis data 

menyediakan tiga pendekatan, terdiri dari common effect, fixed effect dan random effect. Di 

antara ketiga pendekatan tersebut, pendekatan fixed effect adalah yang paling tepat dan 

direkomendasikan oleh banyak peneliti. Pendekatan fixed effect telah lama menjadi pilihan 

untuk menganalisis data panel dalam ekonometrika dan ilmu sosial lainnya (Quintana, 2021), 

selain itu, pendekatan ini merupakan teknik kuadrat terkecil umum yang layak dan secara 

asimtotik lebih efisien dibandingkan pendekatan lainnya (Huang et al., 2019). Karena itu, 

regresi panel yang diterapkan dalam menganalisis pengaruh belanja pemerintah dan kredit 

UMKM terhadap kemiskinan menggunakan pendekatan fixed effect. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kajian ini menempatkan tingkat kemiskinan sebagai 

fungsi dari belanja pemerintah dan kredit UMKM. Selain itu, tingkat pengangguran juga 

diposisikan sebagai moderating variable. Moderating variable adalah variabel yang 

menyebabkan adanya perbedaan pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Secara 

statistik, estimasi efek moderasi pada hubungan fungsional antara dependent dan independent 

variable dilakukan dengan menambahkan variabel interaksi sebagai independent variable 

(Memon et al., 2019). Variabel interaksi yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah interaksi 

antara belanja pemerintah dan kredit UMKM dengan tingkat pengangguran. 
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Oleh karena itu, model regresi panel pendekatan fixed effect diterapkan dalam kajian ini terdiri 

dari dua model, yaitu model dasar dan model interaksi. Model dasar (basic model) bertujuan 

untuk mengetahui main effect belanja pemerintah terhadap kredit perbankan terhadap 

kemiskinan tanpa dan melibatkan tingkat pengangguran baik sebagai variabel kontrol maupun 

predictor. Secara ekonometrik model dasar  dalam kajian ini seperti dalam Model 1 dan 2. 

lnMSKit = β0 + β1lnBMit + β2lnBHBSit + β3lnKUMKMit + ε1 (1) 

lnMSKit = β0 + β1lnBMit + β2lnBHBSit + β3lnKUMKMit + β4lnTPTit + ε2 (2) 

 

Dimana lnMSKit dan lnKUMKMit masing-masing adalah nilai logaritma tingkat kemiskinan 

dan kredit UMKM di daerah i pada periode t. lnBMit dan lnBHBSit adalah nilai logaritma 

belanja modal dan belanja hibah & bantuan sosial di daerah i pada periode t. Selanjutnya lnTPTit 

adalah logaritma tingkat pengangguran di daerah i pada periode t. Selanjutnya, β0 adalah 

konstanta, β1, β2, β3, dan β4 masing-masing adalah koefisien estimasi lnBMit, lnBHBSit, 

lnKUMKMit dan lnTPTit. Terakhir, ε1 dan ε2 adalah error term. 

Pada Model 1, koefisien estimasi β1, β2, β3 merepresentasikan pengaruh (main effect) belanja 

modal, belanja hibah & bantuan sosial dan kredit UMKM terhadap kemiskinan. Uji pengaruh 

variabel dependen ini terhadap kemiskinan didasarkan pada signifikansi koefisien estimasi 

masing-masing variabel. Misalnya bila β1 ≠ 0 (p-value < 0,05) secara statistik berarti belanja 

modal berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Penafsiran sebaliknya akan terjadi ketika β1 

= 0 (p-value > 0,05). Selanjutnya pada Model 2, koefisien estimasi β4 merepsentasikan main 

effect belanja hibah & bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan. Pengujian main effect 

variabel ini juga didasarkan pada signifikansi koefisien estimasi tersebut. 

Selanjutnya, model interaksi merupakan modifikasi dari model dasar karena adanya variabel 

independen sebagai moderator dalam hubungan antar variabel (Afshartous & Preston, 2011). 

Model dasar seperti ditunjukkan dalam Model 2 di atas, dimodifikasi dengan memasukkan 

interaksi antara tingkat pengangguran dengan variabel independen tersebut sebagai predictor 

bagi tingkat kemiskinan. Karena variabel independen terdiri dari tiga variabel model interaksi 

yang diterapkan dalam kajian ini dipilah menjadi tiga persamaan  seperti Model 3a, 3b, dan 3c. 

 

lnMSKit = β0 + β1lnBMit + β2lnBHBSit + β3lnKUMKMit + β4lnTPTit

+ 𝜆1lnBMit ∗ lnTPTit + ε1 

(3a) 

lnMSKit = β0 + β1lnBMit + β2lnBHBSit + β3lnKUMKMit + β4lnTPTit

+ 𝜆2lnBHBSit ∗ lnTPTit + ε2 

(3b) 
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lnMSKit = β0 + β1lnBMit + β2lnBHBSit + β3lnKUMKMit + β4lnTPTit

+ 𝜆3lnKUMKMit ∗ lnTPTit + ε2 

(3c) 

 

Dimana, lnBMit*lnTPTit adalah variabel interaksi pertama, yang merupakan hasil perkalian dari 

nilai logaritma belanja modal dan logaritma tingkat pengangguran dan kredit. 

lnBHBSit*lnTPTit adalah variabel interaksi kedua merupakan hasil perkalian dari nilai 

logaritma belanja hibah dan bantuan sosial dengan logaritma tingkat pengangguran. 

lnKUMKMit*lnTPTit menunjukkan variabel interaksi ketiga yang merupakan perkalian dari 

nilai logaritma kredit UMKM dan logaritma tingkat pengangguran. Selanjutnya, λ1, λ2, dan λ3 

masing-masing adalah estimasi koefisien dari masing-masing variabel interaksi. Terakhir, μ1, 

μ2, dan μ3 adalah error term masing-masing model.  

Evaluasi efek moderasi tingkat pengangguran dalam hubungan fungsional antara tingkat 

kemiskinan dengan kedua jenis belanja pemerintah dan kredit UMKM mengacu pada 

signifikansi koefisien estimasi variabel interaksi (Kalmaz & Giritli, 2020). Jika koefisien 

estimasi variabel interaksi signifikan pada tingkat kepercayaan 95% (p-value < 0,05), berarti 

tingkat pengangguran memoderasi pengaruh variabel independen terhadap tingkat kemiskinan. 

Efek moderasi variabel moderator terdiri dari tiga kemungkinan yaitu memperkuat, 

memperlemah atau merubah arah hubungan fungsional antar variabel (Gardner et al., 2017). 

Sebaliknya, jika koefisien estimasi tidak signifikan, maka tidak ada efek moderasi (Amri et al., 

2022).  

Ketika kita menemukan adanya efek moderasi tingkat pengangguran pada hubungan 

fungsional antara tingkat kemiskinan di satu sisi, dengan belanja modal, belanja hibah & 

bantuan sosial dan kredit UMKM disisi lain, langkah selanjutnya adalah menghitung marginal 

effect variabel independen tersebut pada berbagai (nilai) tingkat pengangguran. Melalui 

derevasi parsial terhadap model 3a, 3b dan 3c, marginal effect kredit UMKM, belanja modal 

dan belanja hibah & bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan pada berbagai tingkat tingkat 

pengangguran seperti dinyatakan dalam 4a, 4b, dan 4c (Huynh & Tran, 2021; Akcay & 

Karabulutoglu, 2021). 

 
∂ln(MSKi,t)

∂ln(BMi,t)
 = β1 + λ1ln(TPTi,t) (4a) 

∂ln(MSKi,t)

∂ln(BHBSi,t)
 = β2 + λ2ln(TPTi,t) (4b) 
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∂ln(MSKi,t)

∂ln(KUMKMi,t)
 = β3 + λ3ln(TPTi,t) (4c) 

 

Dari model (4a), jika β1, λ1 > 0, berarti besar belanja modal dan semakin tinggi tingkat 

pengangguran akan semakin tinggi tingkat kemiskinan. Di sisi lain, jika β1 dan λ1 memiliki 

tanda yang berbeda, terdapat efek ambang batas, yang menunjukkan bahwa pengaruh belanja 

modal terhadap tingkat kemiskinan berbeda pada berbagai tingkat pengangguran. Misalnya, 

jika β1> 0 dan λ1 < 0, marginal effect belanja modal akan positif pada nilai terendah dan negatif 

pada nilai tertinggi tingkat pengangguran. Oleh karena itu, penting untuk menghitung efek 

marjinal untuk memverifikasi marginal effect tersebut. Dalam kajian ini, verifikasi marginal 

efek pengangguran dilakukan pada tiga tingkatan nilai yakni nilai rata-rata, maksimum, dan 

minimum. 

 

IV. HASIL, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil statistik deskriptif 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan data panel kabupaten 

kota di Sumatera Utara. Data panel tersebut dikelompokkan menurut wilayah administratif 

yaitu kabupaten dan kota. Tingkat kemiskinan dan pengangguran pada masing-masing wilayah 

administratif berbeda. Demikian pula halnya realisasi belanja pemerintah dalam bentuk belanja 

modal dan belanja hibah & bantuan sosial, juga berbeda. Selanjutnya, realisasi penyaluran 

kredit perbankan oleh bank umum ke sektor UMKM, juga berbeda. Hasil statistik deskriptif 

masing variabel menurut dua kelompok data (kota dan kabupaten) seperti dalam Tabel 2. 

TABEL 2. HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

Parameter  

Statistik 

Variabel Penelitian 

Kemiskinan 

(%) 

Belanja Modal 

 (Rp000 Per 

kapita) 

Belanja Hibah dan 

Bantuan Sosial 

(Rp000 Per kapita) 

Kredit 

UMKM 

(Rp000 per 

kapita 

Tingkat 

Pengangguran 

(%) 

Panel Kota 

 Mean  10,49  713,48  89,36  4.699,4  9,05 

 Median  10,10  621,59  71,96  4.223,57  9,03 

 Max  16,32  2.136,01  430,14  10.015,77  19,21 

 Min  5,66  134,33  14,13  0.420,05  3,78 

 Obs  77  77  77  77  77 

Panel Kabupaten 

 Mean  10,65  570,44  63,178  2.786,59  4,68 

 Median  10,21  490,69  43,93  2.451,46  5,22 

 Max  19,98  1.685,48  316,48  6.931,50  11,39 

 Min  3,88  112,82  1,79  0.824,97  0,15 

 Obs  121  121  121  121  121 

Sumber: Hasil kalkulasi penulis menggunakan E-Views. 
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Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa rata-rata tingkat kemiskinan untuk panel 

kabupaten sebesar 10,65 persen, lebih besar dibandingkan panel kota sebesar 10,45 persen. 

Meskipun tingkat kemiskinan di wilayah administratif kabupaten lebih tinggi, namun tingkat 

pengangguran dalam wilayah ini relatif kecil dengan rata-rata sebesar 4,68 persen, jauh lebih 

rendah dibandingkan tingkat pengangguran di wilayah administratif kota sebesar 9,05 persen. 

Berkaitan dengan belanja pemerintah, baik dalam bentuk belanja modal maupun belanja 

hibah & bantuan sosial, realisasi dua kelompok belanja ini di wilayah administratif kota lebih 

besar dibandingkan di wilayah administartif kabupaten. Demikian pula halnya dengan 

penyaluran kredit UMKM. Secara rata-rata realisasi penyaluran kredit ini di wilayah 

administrasi kota sebesar Rp4.699,4 per kapita, jauh lebih besar dibandingkan di wilayah 

administratif kabupaten sebesar Rp2.786,59 per kapita. 

 

4.2 Hasil Estimasi 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kajian mengenai pengaruh belanja pemerintah dan 

penyaluran kredit ke sektor UMKM terhadap tingkat kemiskinan dilakukan untuk dua katagori 

wilayah, yakni wilayah perkotaan dan kabupaten. Sehingga regresi panel yang diterapkan 

dalam menganalisis hubungan fungsional antara variabel tersebut juga dikelompokkan dalam 

dua kelompok (panel kota dan panel kabupaten). 

Hasil estimasi memberikan bukti statistik bahwa pengaruh belanja modal terhadap 

tingkat kemiskinan berbeda berdasarkan kedua kelompok data panel. Untuk panel kota, belanja 

modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien 

estimasi (β1) sebesar -0,082 (p-value < 0,05). Ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata, 

peningkatan realisasi belanja pemerintah kota dalam bentuk belanja modal secara signifikan 

dapat menurunkan tingkat kemiskinan dalam wilayah administratif tujuh kota di Sumatera 

Utara. Kota dimaksud adalah Sibolga, Tanjungbalai, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Medan, 

Binjai dan Padang Sidempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengalokasian anggaran  daerah 

dalam bentuk belanja modal memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik bagi peningkatan 

kegiatan ekonomi kelompok miskin, yang pada gilirannya sebagian dari kelompok ini dapat 

keluar dari jurang kemiskinan. 

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk 

menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal dalam 

pemerintahan daerah diantaranya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, 

jembatan, irigasi, jaringan serta infrastruktur publik lainnya termasuk pengeluaran untuk 
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pengadaan/perolehan/pembelian aset yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional 

badan layanan umum di daerah (Dioikitopoulos & Kalyvitis, 2008; Page-Hoongrajok, 2021).  

Ketersediaan infrastruktur publik yang dibangun dengan menggunakan belanja modal 

diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya 

berkontribusi bagi upaya penurunan kemiskinan. Dengan kata lain, realisasi belanja modal 

dalam kontek pemerintah daerah merupakan pemanfaatan belanja publik dalam bentuk 

pembangunan/pengadaan aset tetap yang kemudian berguna untuk meningkatkan pelayanan 

publik seperti halnya pembangunan infrastruktur jalan, pasar, infrastruktur kesehatan, 

pendidikan dan lain sebagainya termasuk infrastruktur ekonomi guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat (Rivenbark et al., 2018). 

Keberadaan infrastruktur tersebut mampu menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat 

yang kemudian meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Penyediaan 

infrastruktur publik seperti untuk kesehatan, pendidikan dan ekonomi dapat mendorong 

penurunan tingkat kemiskinan (Shinde & Sharma, 2021). Alokasi belanja modal publik dalam 

bentuk pembangunan infrastruktur publik dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi (Jin 

& Zhang, 2011) dan penurunan tingkat kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian 

Cateia et al. (2023) menggunakan data panel negara-negara Afrika yang membuktikan bahwa 

alokasi belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur publik menghasilkan eksternalitas 

makro dan mikro yang positif dalam hal hasil pertumbuhan dan kesejahteraan di seluruh 

kelompok rumah tangga di lingkungan perkotaan dan pedesaan dan berkontribusi pada 

penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan distribusi pendapatan. 

Berbeda dengan belanja modal pemerintah kota, alokasi belanja publik ini oleh 

pemerintah kabupaten, meskipun berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, tetapi tidak 

signifikan dengan koefisien estimasi (β1) sebesar -0,039 (p-value > 0,05). Artinya, peningkatan 

realisasi pengeluaran pemerintah daerah kabupaten dalam bentuk belanja modal tidak secara 

signifikan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Bukti statistik ini memberikan 

informasi empiris bahwa pembangunan infrastruktur publik oleh pemerintah kabupaten yang 

didanai dengan anggaran publik di daerah tersebut belum secara signifikan dapat mendorong 

peningkatan pendapatan kelompok miskin. Akibatnya jumlah masyarakat yang termasuk dalam 

kelompok ini tidak berkurang secara signifikan. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian Ruch 

& Geyer (2017) di Afrika selatan membuktikan bahwa peningkatan belanja modal hanya 

memiliki kontribusi kecil pada penurunan tingkat kemiskinan. Menurut mereka, belanja modal 

belum dapat diyakini sebagai alat untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan. 
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Selanjutnya, realisasi belanja pemerintah daerah dalam bentuk belanja hibah dan 

bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, baik untuk wilayah 

administrasi kota maupun kabupaten. Semakin besar realisasi belanja ini semakin rendah 

tingkat kemiskinan. Namun demikian, pengaruh negatif belanja ini terhadap kemiskinan relatif 

lebih besar di wilayah administratif kota (β2= -0,039, p-value < 0,05), dibandingkan di wilayah 

administratif kabupaten (β2= -0,016, p-value < 0,05). Temuan ini mengkonfirmasi pendapat 

Bilan & Apostoaie (2023) bahwa belanja sosial dapat berkontribusi peningkatan pendapatan 

dan mencegah kemiskinan terutama  dikalangan mereka yang menganggur. Belanja sosial 

biasanya disalurkan dalam bentuk cash transfer kepada masyarakat, seperti bantuan langsung 

tunai misalnya. Hasil kajian Lee & Choi (2018) dalam kasus Korea Selatan juga membuktikan 

bahwa belanja hibah dan bantuan sosial terima dalam bentuk cash transfer sangat efektif dalam 

mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil estimasi Model 1, dapat 

dilihat Tabel 3. 

TABEL 3. HASIL PANEL MULTIPLE REGRESSION 
 

Constanta dan 

independent 

variable 

Dependent variable: lnMSK 

Panel Kota Panel Kabupaten 
Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 

Koef. 

Estimasi 
p-value  

Koef. 

Estimasi 
p-value  

Koef. 

Estimasi 
p-value  

Koef. 

Estimasi 
p-value  

C(β0) 
3,031 

[17,599] 
0,000 

2,778 

[12,808] 
0,000 

2,732 

[12,743] 
0,000 

2,703 

[12,179] 
0,000 

lnBM (β1) -0,082*** 

[-3,475] 
0,001 

-0,069*** 

[-2,839] 
0,006 

-0,039 

[-1,224] 
0,224 

-0,038 

[-1,145] 
0,255 

lnBHBS(β2) 
-0,039** 

[-2,239] 
0,029 

-0,039** 

[-2,295] 
0,025 

-0,016** 

[-2,290] 
0,024 

-0,018** 

[-2,512] 
0,014 

lnKUMKM(β3) 
-0,016 

[-0,558] 
0,579 

-0,015 

[-0,549] 
0,584 

-0,119*** 

[-4,663] 
0,000 

-0,120*** 

[-4,822] 
0,000 

lnTPT(β4)   0,078* 

[1,862] 
0,067   

0,019* 

[1,779] 
0,078 

 

R2 0,919  0,923  0,952  0,952  

Adj R2 0,909  0,912  0,946  0,946  

F-stat  

(p-value) 

84,896 

(0,000)  

79,569 

(0,000) 

 162,234 

(0,000)  

150,891 

(0,000)  

DW-stat 0,664  0,739  0.857  0,853  

Normalitas Residual 

J-B test 

(p-value) 

4,726  7,171  1,304  1,322  

(0,094)  (0,028)  0,521  0,516  

 Sumber: Data Sekunder (Diolah), 2023. 

Angka di dalam tanda [   ] adalah nilai t statistik, dan dalam (   ) adalah nilai p-value, *  **  *** masing-masing 

mengindikasikan signifikan pada keyakinan 90%, 95% dan 99%. 

 

Tabel 3 di atas memperlihatkan bahwa penyaluran kredit oleh bank umum ke sektor 

UMKM memiliki pengaruh yang berbeda terhadap tingkat kemiskinan. Untuk wilayah kota, 

kredit ini tidak secara signifikan dapat berdampak pada penurunan kemiskinan (β3= -0,016; p-
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value > 0,05). Sebaliknya untuk daerah kabupaten berpengaruh signifikan (β3= -0,119, p-value 

< 0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah kota kurang sensitif 

terhadap perubahan realisasi penyaluran kredit ke sektor UMKM. Berbeda halnya dengan 

tingkat kemiskinan di wilayah kabupaten, peningkatan kredit ini secara signifikan dapat 

mendorong penurunan tingkat kemiskinan. Signifikansi pengaruh kredit UMKM terhadap 

penurunan kemiskinan di wilayah kabupaten mengindikasikan bahwa  dalam  wilayah 

administrtif kabupaten, eksistensi UMKM menjadi menjadi sumber utama penciptaan 

kesempatan kerja dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat terutama mereka yang 

tinggal di daerah pedesaan (Manzoor et al., 2021), dan penyaluran kerdit oleh perbankan dapat 

meningkatkan produktivitas sektor usaha tersebut. Pada akhirnya pertumbuhan UMKM dapat 

mengurangi jumlah penduduk miskin (Chikwira et al., 2022). Sebaliknya, untuk wilayah 

administratif kota, penyaluran kredit UMKM tidak secara signifikan dapat mengurangi tingkat 

kemiskinan. Temuan ini mengkofirmasi hasil penelitian Nino-Zarazua (2007) tentang 

kemiskinan perkotaan di Meksiko yang juga membuktikan bahwa penyaluran kredit pada usaha 

kecil, meskipun berpengaruh negatif tetapi tidak secara signifikan mengurangi tingkat 

kemiskinan perkotaan. 

Adanya perbedaan signifikansi dampak negatif kredit ini terhadap penurunan tingkat 

kemiskinan berdasarkan wilayah administratif memberikan argumen empiris bahwa kebijakan 

pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di sejumlah kota melalui upaya 

peningkatan memerlukan kajian yang lebih mendalam, terutama berkaitan dengan karakteristik 

nasabah penerima kredit dalam kaitannya dengan kelompok miskin.  

Seperti dalam Tabel 3 di atas, Model 2 menambahkan tingkat pengangguran sebagai 

predictor variable bagi tingkat kemiskinan. Hasil estimasi mengindikasikan bahwa tingkat 

pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di dua wilayah administratif 

(kota dan kabupaten). Namun, signifikansi pengaruh positif tersebut hanya pada keyakinan 90 

persen. Untuk wilayah kota misalnya, nilai koefisien estimasi tingkat pengangguran terhadap 

kemiskinan (β4) sebesar 0,078 (p-value < 0,10). Selanjutnya untuk wilayah kabupaten, nilai 

koefisien estimasi (β4) sebesar 0,019 (p-value < 0,10). Menurunnya kesempatan kerja dan 

meningkatnya tingkat pengangguran merupakan sinyalemen kuat bahwa jumlah masyarakat 

yang kehilangan pekerjaan juga meningkat. Akibatnya, mereka yang masuk dalam kelompok 

ini tidak memiliki pendapatan. Kehilangan pendapatan secara langsung menyebabkan tingginya 

risiko untuk masuk dalam jurang kemiskinan. Karena itu, adanya pengaruh positif tingkat 

pengangguran terhadap kemiskinan disebabkan kehilangan pekerjaan menyebabkan mereka 
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yang menganggur tidak lagi memiliki pendapatan sebagaimana halnya ketika mereka bekerja. 

Pada akhirnya, risiko mereka untuk masuk dalam katagori miskin semakin menngkat (Martinez 

et al., 2001; Franzen & Bahr, 2023). Hal inilah yang menyebabkan adanya hubungan searah 

antara tingkat kemiskinan dan pengangguran.  

Temuan ini mengkonfirmasi hasil penelitian Feriyanto et al. (2020) menggunakan data 

panel provinsi di Indonesia yang juga membuktikan bahwa pengangguran memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian Zaman et al. (2023) 

menggunakan data panel 18 negara Afrika juga membuktikan bahwa tingkat pengangguran 

berkontribusi pada peningkatan kemiskinan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Adanya pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di wilayah perkotaan mendukung 

temuan penelitian Xue & Zhong (2003) dalam kasus perkotaan di China yang mengungkapkan 

bahwa tingkat pengangguran perkotaan menjadi penyebab kemiskinan perkotaan. Sebaliknya, 

Temuan ini tidak sejalan dengan hasil kajian DeFina (2004) yang membuktikan bahwa pada 

berbagai alternatif pengukuran tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran tidak memiliki 

dampak yang signifikan terhadap kemiskinan. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, untuk menganalisis efek moderasi pengangguran 

terhadap hubungan fungsional antara tingkat kemiskinan dengan belanja pemerintah dan 

penyaluran kredit UMKM digunakan moderated regression analysis (MRA). Model ini pada 

dasarnya merupakan pengembangan dari multiple regression yang kemudian menambahkan 

interaksi antara sesama variabel independen sebagai predictor variable bagi dependen variable. 

Karena itu, model MRA sering juga disebut dengan regresi berganda dengan menambahkan 

variabel interaksi. Dalam kajian ini, variabel interaksi yang dimaksudkan adalah interaksi 

antara tingkat pengangguran dengan belanja pemerintah yang terdiri dari belanja modal dan 

belanja hibah & bantuan sosial, dan realisasi penyaluran kredit UMKM. Sehingga MRA untuk 

masing-masing data panel terbagi dalam tiga model (Model 3a, Model 3b, dan Model 3c). 

Model 3a menambahkan interaksi antara belanja modal dan tingkat pengangguran 

(lnBM*lnTPT) sebagai predictor variable. Model 3b menambahkan interaksi antara belanja 

hibah dan bantuan sosial dengan tingkat pengangguran (lnBHBS*lnTPT), dan Model 3c 

menambahkan interaksi antara realisasi penyaluran kredit UMKM dengan tingkat 

pengangguran (lnUMKM*lnTPT). Hasil estimasi seperti dalam Tabel 4. 
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TABEL 4. HASIL MODERATED REGRESSION ANALYSIS 

Constanta dan 

independent 

variable 

Endogenous variable: lnMSK 

Panel Kota Panel Kabupaten 

Model 3a Model 3b Model 3c Model 3a Model 3b Model 3c 

Koef. 

Estimasi 
p-value  

Koef. 

Estimasi 
p-value  

Koef. 

Estimasi 
p-value  

Koef. 

Estimasi 
p-value  

Koef. 

Estimasi 
p-value  

Koef. 

Estimasi 

p-

value  

C(β0) 
-0,097 

[-0,076] 
0,939 

2,073*** 

[3,469] 0,001 

2,596*** 

[8,923] 0,000 

2,912*** 

[8,071] 
0,000 

2,709*** 

[11,116] 
0,000 

2,683*** 

[13,334] 0,000 

lnBM (β1) 0,379** 
[1,900] 

0,062 -0,067*** 
[-2,755] 0,008 

-0,071*** 
[-2,909] 0,005 

-0,068 
[-1,341] 

0,183 
-0,038 

[-1,148] 
0,254 -0,037 

[-1,158] 0,249 

lnBHBS(β2) -0,045*** 

[-2,671] 
0,009 0,118 

[0,943] 0,349 

-0,034* 

[-1,944] 0,056 

-0,018** 

[-2,518] 
0,013 

-0,019 

[-1,324] 
0,189 -0,018** 

[-2,536] 0,013 

lnKUMKM(β3) -0,034 

[-1,189] 
0,239 -0,011 

[-0,392] 0,696 

0,126 

[0,823] 0,414 

-0,122*** 

[-5,259] 
0,000 

-0,120*** 

[-4,792] 
0,000 -0,105* 

[-1,935] 0,056 

lnTPT(β4) 1,384** 
[2,392] 

0,019 0,398 
[1,553] 0,125 

0,173 
[1,577] 0,119 

-0,113 
[-0,577] 

0,565 
0,014 

[0,399] 
0,691 0,030 

[0,823] 0,413 

lnBM*lnTPT(β5) -0,200** 

[-2,263] 
0,020 

 
 

 
 

0,019 

[0,702] 
0,484   

  

lnBHBS*lnTPT 

(β5) 
  

-0,073 

[-1,267] 
0,209     

0,002 

[0,131] 
0,896 

  

lnKUMKM*lnTPT(
β5)  

 
   

-0,074 
[-0,938] 0,351     

-0,012 
[-0,309] 0,757 

 

R2 

0,929  0,925  0,924  0,952  0,952  0,952  
Adj R2 

0,917  0,913  0,912  0,946  0,945  0,945  

F-stat 77,317  73,144  72,285  140,327  139,511  139,642  

(p-value) 0.000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

DW-stat 0,831  0,849  0,719  0,893  0,853  0,859  

Normalitas residual 

J-B test 

(p-value) 

4,365  6,335  6,783  1,684  1,302  1,479  

(0,113)  (0,042)  (0,034)  (0,431)  (0,521)  (0,477)  

 Sumber: Data Sekunder (Diolah), 2023. 

Angka di dalam tanda [   ] adalah nilai t statistik, dan dalam (   ) adalah nilai p-value, *  **  *** masing-masing 

mengindikasikan signifikan pada keyakinan 90%, 95% dan 99%. 

 

Model 3a untuk panel kota memperlihatkan bahwa interaksi antara belanja modal 

dengan tingkat pengangguran (lnBM*lnTPT) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (λ1 = -

0,200; p-value < 0.05). Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan tingkat pengangguran 

memoderasi pengaruh modal terhadap kemiskinan. Sementara nilai koefisien estimasi belanja 

modal terhadap kemiskinan bertanda positif (β1 = 0,379; p-value < 0.05). Karena tanda 

koefisien estimasi (belanja modal dan koefisien interaksi) berbeda, maka perlu untuk 

menghitung marginal effect belanja ini pada berbagai tingkatan nilai logaritma pengangguran. 

Dengan melakukan derevasi parsial terhadap Model 3a, marginal effect belanja modal terhadap 

kemiskinan pada berbagai tingkat pengangguran seperti dalam Model 4. 

 
∂ln(MSKi,t)

∂ln(BMi,t)
 = 0,379 − 0,200ln(TPTi,t)      (4) 

 

Marginal effect belanja modal terhadap kemiskinan dievaluasi pada nilai mean, maximum dan 
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minimum log tingkat pengangguran (masing-masing sebesar 2,17; 2,96, dan 1,33). Dengan 

mensubsitusi tiga nilai tersebut ke dalam persamaan di atas, diperoleh angka statistik masing-

masing sebesar -0,055; -0,213 dan 0,113. Peningkatan 1 persen belanja modal menurunkan 

tingkat kemiskinan sebesar 0,055 persen pada nilai rata-rata, sebesar 0,213 persen pada nilai 

maximum tingkat pengangguran. Sebaliknya, ketika tingkat pengangguran berada pada nilai 

minimum, kenaikan belanja modal tidak mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Bahkan pada 

nilai minimum tersebut marginal effect belanja modal terhadap tingkat kemiskinan 

menunjukkan angka positif. Hal ini berarti bahwa ketika tingkat pengangguran rendah, belanja 

modal pemerintah kota tidak berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Pertanyaan 

penting adalah, berapa tingkat ambang (threshold level) pengangguran sebagai pembatas 

terhadap apakah belanja modal berpengaruh positif atau negatif terhadap tingkat kemiskinan. 

Untuk itu diperlukan adanya perhitungan dimana marginal effect bernilai nol. Menggunakan 

Model 4 di atas, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut. 

0,379 – 0,200 lnTPT = 0, persamaan ini dapat ditulis kembali menjadi 

 

0,200 lnTPT = 0,379 

 

lnTPT =
0,379

0,200
 = 1,895 

Untuk mengembalikan nilai ini ke nilai absolut tingkat pengangguran dilakukan proses antilog 

sebagai berikut. 

 

TPT =  𝟐, 𝟕𝟏𝟖𝟑𝟐𝟖1,895 

TPT = 6,65 persen. 

 

Seperti ditunjukkan dalam Tabel 2, nilai mean, maximum, dan minimum tingkat kemiskinan 

masing-masing sebesar 9,027 persen, 19,210 persen dan 3,780 persen. Marginal effect belanja 

modal pada berbagai tingkatan nilai logaritma tingkat pengangguran TPT menunjukkan bahwa 

pada nilai rata-rata dan nilai maksimum, belanja ini berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. 

Sebaliknya, pada nilai minimum berpengaruh positif. Mengacu pada perhitungan (threshold 

level) tingkatan pengangguran seperti di jelaskan di atas, maka belanja ini dapat menurunkan 

kemiskinan ketika tingkat pengangguran di atas 6,65 persen. Sebaliknya, ketika pengangguran 

di bawah 6,65 persen, belanjda modal tidak secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan. 

Secara grafik, marginal effect belanja modal pada berbagai tingkatan nilai pengangguran seperti 

dalam Gambar 4. 



Prosiding  

3rd SUMATRANOMICS 2022 
p-ISSN: ............, e-ISSN: ......... 

 

 

(Judul Paper) 23 

 
 

Gambar 4.  Marginal effect belanja modal pada berbagai tingkat penganggguran di wilayah 

kota. 
Sumber: Kompilasi penulis berdasarkan hasil kalkulasi statistik. 
 

Seperti dalam Gambar 4, garis vertikal merepresentasikan marginal effect belanja modal 

terhadap tingkat kemiskinan dan garis horizonal merepresentasikan tingkat pengangguran. 

Marginal effect belanja modal terhadap tingkat kemiskinan bernilai positif jika tingkat 

pengangguran dibawah 6,65 persen, dan sebaliknya bernilai negatif ketika pengangguran di atas 

6,65 persen (lihat titik perpotongan antara   garis estimasi dengan garis horizontal). Ini 

mengindikasikan bahwa belanja modal dapat mendorong penurunan tingkat kemiskinan ketika 

tingkat pengangguran di atas 6,65 persen. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar 

pengaruh negatif belanja belanja modal terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, ketika 

pengangguran di bawah 6,65 persen, peningkatan belanja modal tidak berdampak pada 

penurunan tingkat kemiskinan. Temuan ini berimplikasi bahwa pemerintah kota perlu 

meningkatkan alokasi anggaran dalam bentuk belanja modal, terutama ketika tingkat 

pengangguran tinggi. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang didanai dengan belanja 

daerah tidak hanya dapat meningkatkan kesempatan kerja, tetapi juga mampu menyediakan 

infrastruktur pendukung bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pengaruh 

belanja modal terhadap penurunan kemiskinan dapat terjadi secara langsung melalui 

penyerapan tenaga kerja pada proyek pemerintah, dan secara tidak langsung melalui penyediaan 

infrastruktur publik guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, ketika 

tingkat pengangguran rendah atau kesempatan kerja meningkat, efek kesempatan kerja terhadap 

penurunan kemiskinan lebih besar dibandingkan dengan efek belanja modal. Meskipun 
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pemerintah tidak meningkatkan alokasi belanja modal, tetapi kesempatan kerja relatif luas 

sehingga tingkat pengangguran relatif rendah, penurunan tingkat kemiskinan tetap terjadi. Hal 

inilah yang menyebabkan adanya penurunan efek negatif belanja modal terhadap kemiskinan 

seiring dengan menurunnya tingkat pengangguran di wilayah administratif kota. 

 

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN DAN REKOMENDASI 

 

Program pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah daerah di provinsi Sumatera 

Utara diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Guna 

mewujudkan tujuan ini, instrumen yang lazimnya digunakan pemerintah kabupaten kota adalah 

belanja daerah yang antara lain diwujudkan dalam bentuk belanja modal dan belanja hibah & 

bantuan sosial. Selain itu, penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM juga diharapkan dapat 

membantu program pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di daerah. Apalagi 

sebagian pelaku UMKM adalah mereka yang termasuk kelompok miskin. 

Sejalan dengan perubahan kemampuan keuangan daerah, realisasi belanja modal dan 

belanja hibah & bantuan sosial pemerintah kabupaten kota di Sumatera mengalami perubahan 

pada setiap tahun anggaran dan secara rata-rata cenderung mengalami peningkatan. Dalam 

waktu yang sama, realisasi penyaluran kredit UMKM oleh bank umum dan BPR di masing-

masing kabupaten kota juga meningkat. Disisi lain tingkat kemiskinan dan pengangguran di 

masing-masing daerah di Sumatera Utara bervariasi dari waktu waktu ke waktu, dan sebagian 

daerah masih dihadapkan pada tingkat kemiskinan dan pengangguran yang relatif tinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas belanja modal dan belanja hibah & 

bantuan sosial serta kredit UMKM dalam menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. 

Menggunakan data panel kabupaten dan kota selama periode 2010-2022, penelitian ini juga 

menempatkan tingkat pengangguran sebagai predictor/control variable dan sekaligus sebagai 

moderating variable antara tingkat kemiskinan dengan belanja pemerintah dan kredit UMKM. 

Model analisis yang digunakan untuk mengestimasi arah dan signifikansi hubungan antar 

variabel terdiri dari multiple regression dan moderated regression analysis. 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh berbeda terhadap 

tingkat kemiskinan di daerah. Di wilayah administratif kota, kenaikan realisasi belanja modal 

secara signifikan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, untuk wilayah 

administratif kabupaten, meskipun belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, 

tetapi tidak signifikan. Belanja hibah dan bantuan sosial secara signifikan dapat menurunkan 

tingkat kemiskinan baik di wilayah administratif kota maupun kabupaten. Realisasi kredit 
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perbankan ke sektor UMKM dapat menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah kabupaten, 

tetapi tidak untuk wilayah administratif kota. Selanjutnya, tingkat pengangguran berpengaruh 

positif terhadap tingkat kemiskinan di dua wilayah administratif. Hal ini mengindikasikan 

bahwa peningkatan kemiskinan terkait erat dengan ketersediaan kesempatan kerja, baik di 

wilayah administratif kota maupun kabupaten. Selain berpengaruh positif terhadap tingkat 

kemiskinan, pengangguran juga memoderasi pengaruh belanja modal terhadap tingkat 

kemiskinan di wilayah administratif kota. Pengaruh negatif belanja modal terhadap kemiskinan 

di wilayah tersebut meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pengangguran.  

 Temuan ini berimplikasi bahwa upaya penurunan tingkat kemiskinan kabupaten kota di 

provinsi Sumatera Utara dapat dilakukan melalui intervensi kebijakan yang berkaitan dengan 

pengalokasian anggaran belanja daerah, dan peningkatan peran lembaga keuangan bank dalam 

menyalurkan kredit ke masyarakat. Pemerintah daerah (kota dan kabupaten) perlu 

meningkatkan realisasi belanja modal yang berorientasi pada penyediaan infrastruktur publik 

yang terkait langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Khusus untuk pemerintah kota, 

kebijakan publik yang berkaitan dengan komposisi belanja modal pada setiap tahun anggaran 

perlu mempertimbangkan tingkat pengangguran. Ketika pengangguran tinggi, efektivitas 

belanja modal dalam menurunkan tingkat kemiskinan semakin meningkat. Sebaliknya, 

efektivitas belanja ini menurun ketiga tingkat pengangguran rendah. 

Pengalokasian anggaran daerah dalam bentuk belanja hibah dan bantuan sosial perlu 

dipertahankan. Namun demikian, pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota, harus 

memastikan bahwa penerima manfaat dari belanja ini adalah mereka yang benar-benar berasal 

dari kelompok miskin, terutama ketika belanja tersebut diwujudkan dalam bentuk bantuan dana 

bagi pelaku ekonomi produktif dan cash transfer bagi penerima bantuan tunai. Sehingga upaya 

penurunan tingkat kemiskinan tidak hanya diharapkan mampu mengeluarkan kelompok miskin 

dari jurang kemiskinan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah (Zhu et 

al., 2022). 

Pemerintah daerah juga perlu mendorong lembaga keuangan bank untuk meningkatkan 

penyaluran kredit UMKM ke pelaku usaha tersebut, terutama di wilayah administratif 

kabupaten. Pemberian subsidi bunga bagi kredit UMKM dinilai penting agar dapat mengurangi 

beban pelaku usaha dalam membayar cicilan kredit mereka. Jika memungkinkan, besarnya 

subsidi bunga bagi kredit UMKM dapat dibedakan berdasarkan kemampuan UMKM dalam 

menyerap tenaga kerja. Sehingga penurunan tingkat kemiskinan melalui kredit tersebut, tidak 

hanya terjadi melalui peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM, tetapi juga seiring dengan 
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peningkatan kesempatan kerja di masyarakat. 
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